GUBERNUR JAWA TENGAH

. PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 12 TAHUN 2005
TENTANG

PEMBAGIAN UANG PERANGSANG ATAS

REALISASI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Menimbang

Mengingat

DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
UNTUK APARAT PELAKSANA PEMUNGUTAN

GUBERNUR JAWA TENGAH,

bahwa untuk mengatur ketentuan Pasal 2 huruf a
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun
2005 tentang Pembagian Uang Perangsang Atas
Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, agar penggunaan
uang perangsang dapat dilaksanakan berdaya guna
dan berhasil guna, dipandang perlu menetapkan
Peraturan  Gubernur tentang Pembagian Uang
Perangsang Atas Realisasi Penerimaan Pajak
Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor Untuk Aparat Pelaksana Pemungutan ;

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak

Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran « Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685)
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor
34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang

10.

11.

Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4022);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4138);

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7
Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas
Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas
Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas
Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah,
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina
Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas
Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian
Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan
Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan,
Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas
Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan
Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan
Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu
Lintas Dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah
(Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001
Nomor 26);

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3
Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor
(Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002
Nomor 67);

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 4
Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah
Tahun 2002 Nomor 68);

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 18
Tahun 2002 tentang Pemberian Uang Atas Realisasi
Penerimaan Daerah Kepada Instansi Penghasil/
Pemungut/Pengelola (Lembaran Daerah Propinsi Jawa
Tengah Tahun 2002 Nomor 120);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tsgiuh
2002 tentang Pedoman Pengurusan  «&n
Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan B(an

Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan
Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaan

Pendapatan Dan Belanja Daerabh;



12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun
2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungut Pajak
Daerah;

13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun
2005 tentang Pembagian Uang Perangsang Atas
Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG
PEMBAGIAN UANG PERANGSANG ATAS
REALISASI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR UNTUK APARAT PELAKSANA
PEMUNGUTAN.

Pasal 1

Pembagian Uang Perangsang Atas Realisasi Penerimaan Pajak
Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk
Aparat Pelaksana Pemungutan sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dalam
rangka mengamankan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor, diatur sebagai berikut:

a. Sebesar 50% (lima puluh persen) untuk Aparat pemungut pada Dinas
Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah | i

b. Sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) untuk penunjang/dana taktis
Gubernur dan Wakil Gubernur,

c. Sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) untuk Penunjang
Kegiatan Unit Pelaksana se Jawa Tengah.

1 Pasal 2

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah berkewajiban
menyampaikan laporan pelaksanaan penggunaan dana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal | secara khusus kepada Gubernur Jawa Tengah.



Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas
Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Pasal 4
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Propinsi Jawa Tengabh.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Maret 2005

GUBERNURJAWATENGAH
ttd
MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 16 Maret 2005
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,
ttd
MARDJIJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2005 NOMOR 12
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